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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada Bab ini ,akan dibahas latar belakang masalah yang berisi pokok permasalahan, 

yang kemudian dibuat identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 

Identifikasi masalah akan dirinci menjadi batasan masalah dan difokuskan kepada pokok 

yang akan dibahas dalam  penelitian. 

Selanjutnya dibuat batasan penelitian, yang berisikan tentang keterbatasan penulis 

selama melakukan penelitian kemudian dirangkum kedalam rumusan masalah. Setelah 

rumusan masalah adalah tujuan penelitian untuk menjawab batasan masalah yang sudah 

ditentukan sebelumnya dan diakhiri dengan manfaat penelitian yang akan didapat dari 

penelitian ini yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait. 

A. Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang, yang sedang melakukan 

pembangunan disemua sektor. Pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar 

apabila didukung oleh pembiayaan yang memadai. Pemerintah memerlukan sumber 

penerimaan Negara dalam membiayai seluruh pembangunan yang dilakukan. Oleh 

karena itu,untuk mendistribusikan beban pemerintah kepada masyarakat maka perlu 

digalakkan sumber penerimaan Negara melalui pajak. Begitu besarnya penerimaan 

negara yang berasal dari sektor pajak, maka mendorong pemerintah untuk untuk 

meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak (Hidayatulloh & 

Fatma, 2019).  

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Seperti yang telah sering kita dengar dari berita di media elektronik 
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atau cetak, target penerimaan Negara melalui sektor pajak sering tidak tercapai. Salah 

satu penyebabnya dikarenakan masih rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak di 

Indonesia. Kepatuhan pajak pada umumnya mengacu pada kemampuan dan kemauan 

wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan, melaporkan penghasilan dengan 

benar, serta membayar pajak secara benar dan tepat waktu.  

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target 

penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin 

meningkat penerimaan pajak bagi Negara, dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, 

agar dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak bagi setiap wajib pajak ,harus 

meningkatkan pengetahuan dan kesadarannya yang seharusnya sudah menjadi hal utama 

yang harus diperhatikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (pajak.go.id) Kementerian Keuangan  mencatat 

peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Ditahun 2017 sebanyak 

12,05 juta jiwa Wajib Pajak menyampaikan SPT dari total 16,6 juta Wajib Pajak yang 

wajib menyampaikan SPT. Menurut Yustinus Praswito (detik.com) sebagai Direktur 

Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyatakan faktanya 

kepatuhan pajak kita masih terbilang rendah. Kemudian menyatakan bahwa tingkat 

kepatuhan yang rendah tergambar dari noncoverage ratio (nisbah realisasi terhadap 

potensi) baru sebesar 72%. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tentunya 

tidak memiliki tujuan hanya soal penerimaan melainkan agar wajib pajak menjadi patuh 

akan kewajibannya. 

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jenderal Pajak khususnya 

kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada 

masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan 

perundang-undangan perpajakan (Rohmawati & Rasmini, 2012). Sosialisasi tidak hanya 
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dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada 

peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan 

dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat 

bertambah sesuai target. Sebagai lembaga resmi di sektor pajak, Direktorat Jenderal 

Pajak harus dapat memberikan sosialisasi tentang perpajakan ,karena wajib pajak tidak 

akan menyadari kewajibannya akan membayar pajak karena minimnya pengetahuan 

mereka tentang perpajakan. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat 

tercipta partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya 

sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Wati, 2018) mengenai variabel 

sosialisasi perpajakan, menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan menurut (Marianti et al 2020) yang melakukan 

penelitian menggunakan variabel tersebut juga menyatakan bahwa sosialiasi perpajakan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian 

(Siahaan & Halimatusyadiah, 2019) menunjukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana 

wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak 

kepada negara. dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh 

kepada meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi, Rahayu (2017). 

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak atas 

kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Menurut 

(Lovihan, 2014), Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal 

penting dalam penarikan pajak tersebut,suatu hal yang paling menentukan dalam 

keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan Wajib Pajak untuk membayar 
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kewajiban pajaknya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik upaya 

pendidikan,penyuluhan dan sebagainya ,tidak akan berarti banyak dalam membangun 

kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, jika pemerintah tidak melakukan 

sosialisasi terhadap sistem perpajakan yang memadai dan mudah dipahami oleh 

masyarakat terutama para wajib itu sendiri. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviani & Adellina, 2016) mengenai 

variabel kesadaran Wajib Pajak menyebutkan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan. Begitu juga pada penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Setiawan, 

2017) ,hasil pengujian dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif 

kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dimana semakin tinggi kesadaran Wajib 

Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi. Sedangkan pada hasil 

penelitian (Aditya Nugroho, Rita Andini, 2016) menunjukan bahwa Kesadaran 

perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Seperti yang diketahui pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan 

bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat 

sebagai pekerja maupun pelaku usaha dalam berbagai bidang sehingga perlu dilakukan 

upaya penanggulangan dampak Covid-19 dengan memperhatikan perkembangan 

perekonomian saat ini, khususnya dengan makin meluasnya dampak Covid-19 ini ke 

sektor-sektor lainnya, termaksud pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Pandemic 

Covid-19 ini sangat mempengaruhi kinerja penerimaan negara karena lesunya laju 

perekonomian. Menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, rasio pajak (tax 

ratio) pada 2020 diprediksi sebesar 9,1%, terendah dalam dua dekade terakhir. Angka 

ini juga turun dari capaian tax ratio 2019 sebesar 10,6%. (htps://news.ddbtc.co.id) 

Subjek pajak dalam negeri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu orang pribadi, 

badan, warisan yang belum terbagi dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Kemudian untuk 
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subjek pajak orang pribadi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu orang pribadi usahawan 

dan orang pribadi non usahawan. Kegiatan perekonomian di negara Indonesia mayoritas 

dilakukan oleh kegiatan usaha yang bersifat menengah kebawah. Usaha yang bersifat 

menengah kebawah tersebut disebut dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau 

UMKM. Kata mikro didefinisikan sebagai usaha yang memiliki nilai aset dibawah Rp 

300 juta. Usaha kecil didefinisikan sebagai usaha yang memiliki nilai aset antara Rp 50 

juta hingga Rp 500 juta, atau dengan penjualan berkisar antara Rp 300 juta hingga Rp 

2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah di definisikan dengan nilai aset antara Rp 500 

juta hingga Rp 10 miliar, atau dengan penjualan berkisar antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 

50 miliar  (Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008).  

Pemerintah telah menerbitkan PP No. 23 Tahun 2018, yang mengatur seputar 

pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu bagi 

wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan omset diatas Rp 4,8 

miliar wajib menyelenggarakan pembukuan, sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi 

yang melakukan usaha dengan omset dibawah Rp 4,8 miliar tidak diwajibkan 

menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak jenis ini jika dikelompokan ke dalam satuan 

UMKM sebelumnya termasuk dalam usaha menengah, tetapi omsetnya hanya sampai 

dengan 4,8 miliar. 

Berdasarkan situs Kementrian Koperasi dan UKM (www.depkop.go.id), tercatat 

jumlah UKM di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan usaha besar dengan jumlah 

unit bisnis UMKM yaitu sebesar 64.199.606 dan sebesar 5.550 unit bisnis usaha besar 

pada tahun 2018. Terdapat biaya yang besar ketika pengusaha membuat suatu bisnis 

yang besar di negara berkembang seperti Indonesia, karena adanya kebijakan pemerintah 

mengenai pajak yang dikenakan. Sehingga, banyak pengusaha yang memilih untuk 

membuat usaha kecil dan menengah. Perkembangan UMKM tersebut menjadi salah satu 
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alasan mengapa pemerintah membuat suatu kebijakan untuk membuat peraturan yang 

mengatur atas pajak yang diterima dari UMKM. Namun, tidak banyak kontribusi yang 

diberikan oleh UMKM karena pengusaha UMKM tidak mengerti atas pajak tersebut.  

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah 

kurangnya pemahaman dan pemenuhan dokumen dan data yang harus dilampirkan pada 

saat pelaporan perpajakan. Kepatuhan perpajakan berhubungan dengan prosedur, dan 

prosedur dari perhitungan perpajakan serta kewajiban lainnya bagi pengusaha UMKM 

masih menyulitkan untuk diimplementasi dan membingungkan bagi pengusaha UMKM. 

Selain itu, masih terdapat permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia 

pada aspek perpajakan yaitu banyaknya UMKM yang masih belum memiliki NPWP 

(Nomor Pokok Wajib Pajak). Hal ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen 

Pajak) Kementerian Keuangan yang menyatakan, saat ini masih sedikit pelaku Usaha 

Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai wajib pajak. Setidaknya ada 

1,8 juta pelaku UMKM wajib pajak yang terdaftar hingga 2019. Sementara jumlah 

UMKM, hingga akhir 2018 lalu, mencapai 59 juta orang (kompas.com). UMKM masih 

menganggap bahwa pajak dinilai sebagai hal yang menakutkan dan membahayakan 

usaha mereka. Permasalahan lain yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah 

ketidaktahuan mereka atas kewajiban pencatatan pembukuan yang sesuai dengan 

peraturan perpajakan. Hal ini berimbas pada kesulitan dalam menetapkan pajaknya 

sehingga menyulitkan dalam pemeriksaan pajak.  

Selain itu, sosialisasi juga merupakan faktor lain yang diduga berdampak atau 

mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak. Jika para pemilik bisnis UMKM tidak 

diberikan penyuluhan tentang perpajakan, maka mereka tidak akan menyadari 

kewajibannya akan membayar pajak karena minimnya pengetahuan mereka tentang 

perpajakan. Ketika semakin tinggi tingkat pengetahuan dan semakin tinggi tingkat 
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pemahaman yang dimiliki seseorang wajib pajak melalui sosialisasi, dapat memberikan 

pengaruh pada meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.  

Tabel 1.1 

Data Penerimaan Pajak DKI Jakarta 2019  

 

Target (%) 

Target 

Realisasi 

(Rp 

Triliun) 

Pencapaian 

Penerimaan 

Pajak 2019 (RP 

Triliun) 

Ketidakcapaian 

Pajak 2019 (RP 

Triliun) 

Jakarta Pusat 74,3 78.6 44.80 33.8 

Jakarta Selatan 

I 
69,68 60.4 40.67 19.73 

Jakarta Barat 74,4 51.2 35.48 15.72 

Jakarta Timur 67,65 31.9 19.56 12.34 

Jakarta Utara 72,54 41.8 34 7.8 

Jakarta Selatan 

II 

82,15 36.1 29.65 6.45 

  Sumber : (htps://news.ddbtc.co.id ) 

 Berdasarkan tingkat ketidakcapaian penerimaan pajak disetiap daerah Jakarta, baik 

Jakarta Pusat, Selatan ,Barat, Timur,dan Utara, Jakarta Pusat memiliki tingkat 

ketidakcapaian pajak paling tinggi di bandingkan daerah lain, dengan nilai 

ketidakcapaiannya sebesar Rp 33.8 triliun. Maka dapat di simpulkan bahwa kota Jakarta 

Pusat memiliki tingkat ketidakpatuhan paling rendah. Jumlah pelaku UMKM yang 

berkembang pesat tidak memastikan bahwa pelaku UMKM berkontribusi dengan baik 

dalam penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, 

saat ini masih sedikit pelaku usaha UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. 

Setidaknya ada 1,8 juta pelaku UMKM Wajib Pajak yang terdaftar hingga 2019. 

Sebagian besar masih berada di bawah ambang batas pembayaran pajak, sebagian juga 

masih belum terliterasi dengan baik soal pajak (www.kompas.com). Oleh karena itu 

Penulis mengambil sampel pengusaha UMKM di Pasar Senen yang berlokasi di Jakarta 

Pusat. Hal ini dikarenakan penulis ingin mencari tahu apakah faktor sosialisasi dan 

kesadaran Wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di 

pasar senen. 
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Berdasarkan uraian yang dibahas mengenai sosialisasi perpajakan, kesadaran Wajib 

Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Pasar Senen Jakarta Pusat” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang terlah diuraikan diatas, maka terdapat 

beberapa masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak? 

2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak? 

3. Bagaimanakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi usahawan? 

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pnulis membatasi Identifikasi 

masalah pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

usahawan? 

2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

usahawan? 

D. Batasan Penelitian 

Berdasarkan batasan masalah, maka penulis membatasi penelitian sebagai berikut : 

1. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi usahawan 

(UMKM), dengan pendapatan dibawah Rp 4,8 miliar dalam setahun.  

2. Penelitian dilakukan pada tahun 2021 

3. Berdasarkan aspek wilayah, penelitian dilakukan di Pasar Senen 

4. Kepatuhan pajak yang akan diteliti adalah kepatuhan pembayaran dan pelaporan 
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Pajak. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut “Analisis Pengaruh Sosialisasi perpajakan dan Kesadaran Wajib 

Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan”. 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi Usahawan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi Usahawan. 

G. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagi Pembaca 

Dapat memberikan informasi  dan referensi serta wawasan yang berguna bagi 

masyarakat yang khususnya merupakan usahawan (UMKM) agar dapat 

memahami dan mengetahui setiap peranan perpajakan dan sadar akan kewajiban 

pajaknya sehingga secara langsung dapat berkontribusi dalam meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak demi meningkatkan penerimaan Negara yang optimal. 

 

2. Bagi Peneliti Lainnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau gambaran dalam 

memberikan kontribusi sebagai bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian 

berikutnya yang terkait dengan Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib 
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Pajak yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan 

(UMKM). 

  


